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A, FAJAR — EfesiensiAPBN
berdampak ke daerah. Pemba-
ngunan infratruktur yang dialoka-
sikan Dinas Pekerjaan Umum Pe-
nataan Ruang (PUPR) Luwu ter-
hambat.

Pemangkasan anggaran ikut
menyasar pembangunan infra-
struktur, jalan, jembatan, serta
ingasi yang bersumber dari dana
alokasi khusus (DAK) fisik. Akibat-
nya, sulit ada pembangunan fisik
tahun ini.

Pemangkasan ini merupakan
dampak dari efisiensi yang diin-
struksikan Presiden Prabowo Su-
bianto Nomor 1 Tahun 2025 dan
ditindakianjuti dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 29 Ta-

DAK Fisik Rp0 Efek Pemangkasan

hun 2025 yang ditetapkan pada 3
Februari 2025.

“"DAK kitatahuninidinolkan,"ka-
ta Sekretaris Kabupaten (Sekkab)
Luwu, SulaimankepadaFAJAR, Se-
lasa, 11 Februari 2025.

Padahal, dana alokasi khusus
semula dialokasikan ke Kabupaten
Luwu mencapai Rp48 miiliar. Meski
demikian, anggaran pembangun-

an tetap masih ada. Namun, me- -

mang ada yang dibatalkan, terma-
suk khusus DAK infrastruktur di Di-
nas PUPR.

Mantan Kepala BKPSDM ini me-
nyebut, bukan berarti tidak ada
pembangunan infrastruktur di Ka-
bupaten Luwu. "Masih tetap ada.
Hanya di Dinas PUPR yang tidak
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ada,” kata Sulaiman.

Kepala Dinas PUPR Luwu Ihsan
Asaad mengatakan telah menda-
patkan surat dari Kementerian Ke-
uangan. Anggaraninfrastrukturte-
lah dinolkan. “Kalau di Dinas PU, ni-
lai DAK kita Rp48 miiliar;” katanya.

Pemotongan ini sesuai surat
yang diterima dari Kemenkeu. Me-
nurutnya, DAUjugaikut pemotong-
an. Sementara anggaran DAU se-
banyak Rp49 miliar. Artinya total
danayangdipotong akibat penghe-
matan sebanyak Rp97,4 miliar. Itu
sesuai informasi bidang anggaran.

Kepala Dinas Pengelolaan Keu-
angan Daerah (DPKD) Luwu Alam-
syah mengatakan kebijakan pusat
initelahdikeluarkan. “Tapikamima-

- DAK Fisik RpO Efek Pemangkasan

sih menunggu surat edaran Men-
dagri untuk langkah-langkah yang
akandiambil oleh daerah,”katanya.

Ketua DPRD Luwu Ahmad Gaza-
li Baso Hidayat mengatakan yang
pastinyadewan sebagai penyeleng-
gara pemerintahan daerah harus
tunduk dan patuh terhadap Inp-
res Nomor 1.

“SuratKemenkeuitu, kan, tindak
lanjut dari Inpres Nomor 1. Ini ter-
kait efisiensi anggaran kami men-
dukung pelaksanaan,’kata Gazali.

Dia berharap langkah efisiensi
anggaran ini dapat dilakukan se-
cara adil dan tidak menghambat
program prioritas yang berdam-
pak langsung pada kesejahteraan
masyarakat. (shd/ZUK)
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